Pemohon
Jenis Perkara

Pokok Perkara

Amar Putusan

MAHKAMAH KONSTISTUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 69/PUU-XIII/2015
Tentang
Perjanjian Perkawinan

Ny. Ike Farida

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU 5/1960) dan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 1/1974)
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960 serta
Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 35 ayat (1) UU
1/1974 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1),
Pasal 28E ayat (1), serta Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
1945).

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

1.1. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum
dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua
belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan
perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat
perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga
terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”;

1.2. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai
kekuataan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
“Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam
ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan
bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang
disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris,
setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga
sepanjang pihak ketiga tersangkut”;

1.3. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai
berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan
lain dalam Perjanjian Perkawinan”;

1.4. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
“Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan
dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian
Perkawinan”;

1.5. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 sepanjang tidak dimaknai “Selama perkawinan
berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta
perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau
dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan
untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau
pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”;

1.6. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
“Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan
dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya,
tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua
belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau
mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak
merugikan pihak ketiga”;

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara
Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Tanggal Putusan : Kamis, 27 Oktober 2016.
Ikhtisar Putusan

Menurut Pemohon berlakunya Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 36 ayat (1)
UU 5/1960 dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974
merampas hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Hak konstitusional Pemohon
tersebut, antara lain, hak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang
baik. Setiap orang (warga negara) ingin memiliki atau memberikan bekal bagi dirinya dan
anak-anaknya untuk masa depan yang salah satunya dengan membeli tanah dan bangunan
yang bertujuan sebagai tempat tinggal, tempat berlindung, dan juga sebagai tabungan atau
bekal di masa depan.



Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat sesuai
dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) UU MK,
Mahkamah mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final guna menguiji konstitusionalitas Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta
Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960 dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 35
ayat (1) UU 1/1974 terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Mengenai legal standing Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon
memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.

Pengujian Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960

Bahwa terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta
Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960, Mahkamah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:

Pemberlakuan asas nasionalitas adalah sebagai jaminan hak-hak warga negara
terhadap hal-hal yang berkaitan dengan sistem pertanahan dan sebagai pembatas hak-hak
warga negara asing terhadap tanah di Indonesia. UU 5/1960 mengatur bahwa seluruh
wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu
sebagai bangsa Indonesia. Oleh sebab itulah dalam UU 5/1960 disebutkan asas
kebangsaan. Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya sebagai karunia dari Tuhan Yang Mahakuasa. Dalam UU 5/1960
ditegaskan bahwa hubungan antara bangsa Indonesia dengan bumi, air, serta ruang
angkasa tersebut adalah hubungan yang bersifat abadi (vide Pasal 1 dan Pasal 2 UU
5/1960).

Ketentuan dalam norma UU 5/1960 yang bertolak pada asas nasionalitas termuat
dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 9, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 30 ayat (1),
Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1).

Pasal 9 UU 5/1960 menyatakan:

(1) Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan
bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan Pasal 1 dan 2.

(2) Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan
yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat
dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

Norma pasal ini intinya bahwa hanya warga negara Indonesia (WNI) yang dapat
mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Setiap WNI baik
laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh hak
atas tanah serta untuk mendapatkan manfaat dan hasilnya.

Norma Pasal 9 UU 5/1960 merupakan penegasan bahwa hanya WNI yang berhak
memiliki tanah di Indonesia, sedangkan warga negara asing (WNA) atau badan usaha asing
hanya dapat mempunyai hak atas tanah yang terbatas saja seperti hak pakai. Orang Asing
termasuk perwakilan perusahaan asing hanya dapat mempunyai hak yang terbatas atas
tanah, selama kepentingan WNI tidak terganggu dan juga perusahaan asing itu dibutuhkan
untuk kepentingan negara Indonesia sebagai komponen pendukung dalam pembangunan
ekonomi Indonesia. Bahkan apabila dihubungkan dengan Pasal 5 UU 5/1960 maka
kepentingan WNI adalah di atas segalanya, baik segi ekonomi, sosial maupun politik. Oleh
karena itulah agar kepemilikan tanah bangsa Indonesia tidak beralih kepada orang
asing/badan usaha asing maka di dalam UU 5/1960 diatur tentang pemindahan hak atas
tanah.

Dasar pemikiran yang terkandung dalam UU 5/1960 di atas masih tetap relevan
dihubungkan dengan situasi dan kondisi pada saat ini, meskipun hubungan sudah bersifat
global dan saling tergantung dan dalam kondisi demikian kapital (modal) memegang peran
yang dominan. Oleh karena itu, dasar pemikiran sebagaimana tertuang dalam UU 5/1960
tersebut secara otomatis mencegah penguasaan tanah oleh pihak asing pemilik kapital yang
pada gilirannya dapat mengancam dan menggerogoti kedaulatan negara.



Pada era Indonesia yang sedang terus menggiatkan pembangunan di tengah masih
belum pulihnya keadaan akibat krisis ekonomi masa lalu diperlukan lebih kuatnya
perlindungan terhadap hak milik, terutama tanah, agar tanah-tanah dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia tidak beralih ke tangan warga negara asing. Prinsip
nasionalitas dalam UU 5/1960 ini secara khusus diberlakukan pada hak milik atas tanah
yang mempunyai sifat kebendaan (zakelijk karakter), sehingga wajar apabila hak milik hanya
dapat dimiliki oleh WNI.

Berbeda dengan pada masa kolonial Belanda, di mana orang asing dapat memiliki
hak milik atas tanah berdasarkan ketentuan Burgerlijk Wetboek (BW) dan peraturan
keperdataan lainnya, setelah berlakunya UU 5/1960 sebagaimana telah diuraikan di atas,
ditekankan bahwa hanya WNI yang mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi,
air, dan ruang angkasa. Dalam hukum Indonesia yang berlaku saat ini dibedakan antara
WNI dengan pihak asing, sehingga tidak ada jalan keluar apapun untuk melegalkan orang
asing mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa serta
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sama dengan WNI.

Berdasarkan uraian di atas dapat kita ketahui bahwa hanya warga negara Indonesia
saja yang boleh memiliki hak milik atas tanah. Pasal 21 ayat (1) UU 5/1960 menentukan
hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Hak milik merupakan hak
turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah tanpa
mengabaikan fungsi sosial dari tanah. Ketentuan yang memuat norma yang merupakan
turunan asas nasionalitas dalam UU 5/1960 juga ditemukan dalam Pasal 36 ayat (1) UU
5/1960 yang mengatur bahwa hak guna bangunan dimiliki oleh WNI dan badan hukum yang
didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Norma Pasal 36 ayat (1)
UU 5/1960 juga dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon, sehingga dasar
pemikiran tentang pemberlakuan asas nasionalitas sebagaimana diuraikan di atas juga
menjiwai Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa asas nasionalitas dalam UU
5/1960 sangat penting karena menyangkut hak warga negara Indonesia untuk memiliki bumi
(tanah), air, dan ruang angkasa yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Negara mempunyai kewenangan untuk menguasai demi kepentingan dan
kesejahteraan rakyat Indonesia sedangkan yang memiliki kekayaan tersebut adalah rakyat
Indonesia.

Terhadap adanya permohonan Pemohon mengenai frasa “warga negara Indonesia”
dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960 dimaknai warga negara Indonesia
tanpa terkecuali dalam segala status perkawinan, baik warga negara Indonesia yang tidak
kawin, warga negara Indonesia yang kawin dengan sesama warga negara Indonesia dan
warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing, menurut Mahkamabh, justru
akan mempersempit pengertian warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2
dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia (selanjutnya disebut UU 12/2006).

Dengan demikian, apabila konstruksi pemikiran Pemohon diikuti, hal tersebut justru
akan merugikan banyak pihak, yang dalam batas-batas tertentu termasuk Pemohon.
Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalii Pemohon sepanjang menyangkut
inkonstitusionalitas Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960, tidak
beralasan menurut hukum.

Pengujian Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974.
Bahwa dalam permohonannya, Pemohon juga mengajukan pengujian UU 1/1974,
khususnya Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4). Selain itu, Pemohon juga mengajukan
pengujian Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal
28E ayat (1), serta Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945.
Bahwa terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4)
serta Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:



Dalam UU 5/1960 dan peraturan pelaksanaannya dinyatakan bahwa hanya warga
negara Indonesia yang dapat mempunyai sertifikat dengan hak milik atas tanah dan apabila
yang bersangkutan, setelah memperoleh sertifikat Hak Milik, kemudian menikah dengan
ekspatriat (bukan WNI) maka dalam waktu 1 (satu) tahun setelah pernikahannya itu, ia harus
melepaskan hak milik atas tanah tersebut, kepada subjek hukum lain yang berhak.

Bahwa tujuan dibuatnya Perjanjian Perkawinan adalah:

1. Memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta
kekayaan mereka tidak bercampur. Oleh karena itu, jika suatu saat mereka bercerai,
harta dari masing-masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama
atau gono-gini.

2. Atas hutang masing-masing pihak pun yang mereka buat dalam perkawinan mereka,
masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri.

3. Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka tidak perlu meminta ijin dari
pasangannya (suami/istri).

4. Begitu juga dengan fasilitas kredit yang mereka ajukan, tidak lagi harus meminta ijin
terlebih dahulu dari pasangan hidupnya (suamif/istri) dalam hal menjaminkan aset yang
terdaftar atas nama salah satu dari mereka.

Tegasnya, ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur perjanjian perkawinan yang
dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, padahal dalam kenyataannya
ada fenomena suami istri yang karena alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan
untuk membuat Perjanjian Perkawinan selama dalam ikatan perkawinan. Selama ini sesuai
dengan Pasal 29 UU 1/1974, perjanjian yang demikian itu harus diadakan sebelum
perkawinan dilangsungkan dan harus diletakkan dalam suatu akta notaris. Perjanjian
perkawinan ini mulai berlaku antara suami dan isteri sejak perkawinan dilangsungkan. Isi
yang diatur di dalam perjanjian perkawinan tergantung pada kesepakatan pihak-pihak calon
suami dan isteri, asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, agama, dan kepatutan
atau kesusilaan. Adapun terhadap bentuk dan isi perjanjian perkawinan, kepada kedua belah
pihak diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya (sesuai dengan asas hukum
“kebebasan berkontrak”).

Frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat
(1), frasa “...sejak perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (3), dan frasa “selama
perkawinan berlangsung” dalam Pasal 29 ayat (4) UU 1/1974 membatasi kebebasan 2 (dua)
orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan “perjanjian”, sehingga
bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 sebagaimana didalilkan Pemohon.
Dengan demikian, frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal
29 ayat (1) dan frasa “selama perkawinan berlangsung” dalam Pasal 29 ayat (4) UU 1/1974
adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai
termasuk pula selama dalam ikatan perkawinan.

Sementara itu, terhadap dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 35 ayat
(1) UU 1/1974, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dengan dinyatakannya Pasal 29 ayat
(1) UU 1/1974 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat maka ketentuan Pasal 35
ayat (1) UU 1/1974 harus dipahami dalam kaitannya dengan Pasal 29 ayat (1) UU 1/1974
dimaksud. Dengan kata lain, tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas terhadap Pasal 35
ayat (1) UU 1/1974. Hanya saja bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian perkawinan,
terhadap harta bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974
tersebut berlaku ketentuan tentang perjanjian perkawinan sesuai dengan yang dimaksud
dalam Pasal 29 ayat (1) UU 1/1974 sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.
Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang mengenai inkonstitusionalitas Pasal 35 ayat (1)
UU 1/1974 tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang
menyangkut Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU 1/1974 beralasan menurut hukum



untuk sebagian, sedangkan menyangkut Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 tidak beralasan
menurut hukum.



